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Mengapa UMKM Penting ?

• UMKM: 57,6 % (Rp 1.536,9 triliun)
• Usaha besar: 42,4 %PDB

• UMKM: 96,9 % (114 million)
• Usaha besar: 3,1 %

Penyerapan
Tenaga Kerja

• UMKM: 15,7 % (Rp 182,1 triliun)
• Usaha besar: 85,9 %Ekspor Nonmigas

Investasi
• UMKM: 56,2 % (Rp 341,3 triliun)
• Usaha besar: 43,8 %

* Harga Konstan 2000

 Kontribusi UMKM bagi pembangunan ekonomi (2013)



Mengapa UMKM Penting ?

• Pemerintah melihat UMKM sebagai salah satu kanal
untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif

• Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil
di kisaran 5%, namun masih ada beberapa isu berkaitan
dengan kualitas pertumbuhan, diantaranya:
- Ketimpangan pendapatan
- Kemiskinan
- Pengangguran

Secara tren terus turun, 
tapi nilainya masih besar



Kemiskinan, Pengangguran dan
Ketimpangan Ekonomi Indonesia
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Income: Rural 

Per Capita 

Income: Urban 

Sumatra 15.0 12.2 13.9 357 558 

Java-Bali 17.7 10.6 13.7 294 543 

Nusa Tenggara 22.4 24.6 23.0 253 405 

Kalimantan   9.1    5.1   7.5 376 697 

Sulawesi 18.3    6.7 14.8 275 570 

Maluku 25.9    7.5 20.9 313 591 

Papua 46.3    5.9 37.1 315 707 

        Indonesia 18.9 10.7 14.1 311 550 

 Source: BPS, Resosudarmo and Yusuf 2009
Note: per capita income in Rp 000 (2008 price)

Source BPS
Source BPS

Source BPS



Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

• Intinya, manfaat dari pertumbuhan ekonomi harus
dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat
bukan hanya oleh si kaya tapi juga oleh pihak yang 
kurang beruntung (miskin)

• Ini tentang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang 
lebih memperhatikan pemerataan akses dan
kesempatan kepada semua lapisan masyarakat

• Menitkiberatkan kepada penyerapan tenaga kerja
produktif dari pada redistribusi pendapatan (BLT) 
untuk menolong orang miskin



Upaya Pemerintah

• Pemerintah telah mendorong pengembangan
UMKM melalui berbagai langkah kebijakan dan
program
 Saat ini ada +/- 20 K/L punya program pemberdayaan

UMKM (incl. BPPT, LIPI, BI, BEKRAF)
 Anggaran APBN untuk UMKM jika di total juga sangat

besar (≥ Rp 20 T)
 Ada kementerian khusus yang mengurus UKM & Koperasi

(Kemenkopukm)
 Berbagai paket kebijakan ekonomi untuk dorong UMKM

• Tapi hasil yang diharapkan belum kelihatan ?



Definisi & Jumlah Unit UMKM 
(UU 20/2008)

7

Usaha Besar
Omzet/th diatas Rp 50 M & Asset diatas 10 M

Usaha Menengah
Omzet/th Rp 2,5 M - Rp 50 M & Asset Rp. 500 jt –
Rp 10 M

Usaha Mikro
Omzet/th sampai Rp 300 jt dan
Asset sampai Rp. 50 jt

57.189.393 Unit 
(98,7%)

654.222 Unit (1,13%) 

52.106 Unit (0,09%)

5066 Unit (0,01%)

TOTAL : 57.900.787 UNIT (2013)

Usaha Kecil
Omzet/th Rp 300 jt - Rp 2,5 M & Aset Rp 50 jt-
Rp 500 jt

7

Sumber BPS



Definisi dan Jumlah Unit UMKM 
(UU no.20/2008)

8

Usaha Besar
Omzet/th diatas Rp 50 M & atau Asset diatas 10 M

Usaha Menengah
Omzet/th Rp 2,5 M - Rp 50 M & atau Asset Rp. 
500 jt - Rp 10 M

Usaha Mikro
Omzet/th sampai Rp 300 jt
& atau Asset sampai Rp 50 jt

59.203.509 Unit 
(99,89%)

59.263 Unit (0,099%)

4.987 Unit (0,008%)

TOTAL : 59.267.759 UNIT (2015)

Usaha Kecil
Omzet/th Rp 300 jt - Rp 2,5 M & atau
Asset Rp. 50 jt - Rp 500 jt

8

Sumber BPS



Sektor UMKM  

52%
28%

7%
13%

Pertanian
Perdagangan
Manufaktur
Lainnya

50%

23%

8%

19%

2013 2015



Lokasi & Wilayah Persebaran UMKM

79%

21%

WILAYAHKBI

KTI
Mayoritas lokasinya tersebar

di wilayah pedesaan (rural) 



Perbandingan Pembiayaan UMKM

Sumber: dikutip dari presentasi BI di Jamkrindo
Asia SME Finance Monitor ADB 2014
WB Global Findex 2014

• Dukungan pembiayaan UMKM di Indonesia hanya sebesar
7.2% dari PDB, masih dibawah Kamboja, Malaysia dan Thailand 



Fakta Lain UMKM Indonesia

• Mayoritas berstatus usaha domestik, bukan FDI 
ataupun joint venture dengan asing

• Mayoritas penjualannya untuk mengisi pasar DN, 
bukan ekspor

• Mayoritas menjual langsung ke konsumen, bukan
bagian dari supply chain

• Mayoritas tenaga kerjanya berpendidikan SLTA ke
bawah dan masih ada pertalian kekerabatan

• Mayoritas masih berstatus informal, tanpa
dokumen legal



Isu/topik Seputar UMKM

Pasar & 
Bahan
Baku  

Finansial

Akses
Teknologi & 

Inovasi
Institusi

SDM & 
Manajerial

13

 Pemasaran: Konvensional v Digital 
 Kemitraan (off-taker)
 Ketersediaan bahan baku

 Perizinan usaha
 Standar produk
 Kontrak bisnis

 Inovasi produk
 Adopsi teknologi baru
 Kapasitas produksi

 Pola pikir
 Rekrutmen
 Pembinaan/

pendampingan

 Sumber pembiayaan
 Laporan keuangan
 Pajak

UKM



Unit Usaha: Mikroscope

PRODUKSI
Q=F(L,K)

PENDAPATAN
P.Q

BIAYA
TC=w.L+r.K

HARGA 
OUTPUT 

(P)

HARGA
INPUT 

(w,r)

PROFIT



Inklusi Keuangan (Financial Inclusion)

• Yang ingin didorong pemerintah adalah pemerataan akses
finansial bagi UMKM  program inklusi keuangan

• Individual dan bisnis memiliki akses kepada produk
dan/atau jasa keuangan yang terjangkau untuk memenuhi
kebutuhannya ─ bertransaksi/menabung/bayar kredit atau
asuransi yang tersedia secara bertanggungjawab dan
berkelanjutan (World Bank)

• Produk/jasa keuangan ini diberikan oleh lembaga formal
seperti perbankan maupun non-perbankan (asuransi, pasar
modal, koperasi, dll) dalam sistem keuangan nasional.

• Akses terhadap produk/jasa finansial ini membuat UMKM 
mampu merencanakan dan mengembangkan bisnisnya.



Sumber Pembiayaan UMKM dan
Inklusi Keuangan

• Dari berbagai literatur, sumber pembiayaan UMKM 
mayoritas berasal dari luar sistem keuangan, yakni
terdiri dari uang/tabungan sendiri, laba ditahan
(sumber internal) atau pinjaman kerabat, tengkulak/ 
rentenir (sumber external informal)

• Jadi, inklusi keuangan dalam konteks UMKM pada
dasarnya adalah menggeser (“shifting”) dari sumber
pembiayaan informal menjadi formal, baik melalui
perbankan atau non-bank. 



Taksonomi Pembiayaan UMKM

Jenis
Lembaga

Status 
Lembaga

Sumber
Pembiayaan

Jenis
Pembiayaan

SME 
Financing

External 

Formal

Banks 

Credit  

Non-banks
(Lease, Factoring 

Co-op, Capital 
Market, MFI)

Credit
(Trade credit , 
revolving fund)

Non-credit
(grant, equity,  

subsidy)

Informal
(loan shark, relative, 

fin-tech)

Internal 
(own money, 

retained earning) 



Pemetaan Sumber Pembiayaan UMKM: 
financially excluded

Jenis
Lembaga

Status 
Lembaga

Sumber
Pembiayaan

Jenis
Pembiayaan

Pembiayaan
UMKM 

Eksternal

Formal
(badan hukum)

Bank 

Kredit
(konvensional,  

syariah)

Non-banks
(Lease, Factoring 
Koperasi, Pasar

Modal, Gadai,LKM)

Kredit
( + Trade credit 
, dana bergulir)

Non-kredit
(hibah, equity,  

subsidi)

Informal
(tengkulak, pinjam

saudara/teman)

Internal 
(uang pribadi ,  

laba usaha) 

Sistem
Keuangan
Nasional

UMKM



Pembiayaan UMKM Saat Ini:
Kredit Program (financial inclusion) 

Jenis
Lembaga

Status 
Lembaga

Sumber
Pembiayaan

Jenis
Pembiayaan

Pembiayaan
UMKM 

Eksternal

Formal
(badan hukum)

Bank 

Kredit
(konvensional,  

syariah)

Non-banks
(Lease, Factoring 
Koperasi, Pasar

Modal, Gadai,LKM)

Kredit
( + Trade credit 
, dana bergulir)

Non-kredit

(hibah, equity,  
subsidi)

Informal
(tengkulak, pinjam

saudara/teman)

Internal 
(uang pribadi ,  

laba usaha) 

Sistem
Keuangan
Nasional

UMKM



• Saat ini, lembaga keuangan perbankan masih
mendominasi sistem keuangan nasional (HURI 2009)

• Terbukti banyak kredit program untuk UMKM yang 
diluncurkan sejak tahun n 1970an, diantaranya KIK , 
KMKP, KCK, KUK, KUT, KKPE, KUPS, dan yang terakhir
adalah KUR (Kredit Usaha Rakyat). 

• Sejauh ini, keberhasilan kredit program2 tersebut
masih belum sesuai harapan. 

Program Inklusi Keuangan: Perbankan



Sekilas Prinsip Bank

• Bank is a business of “trust”; fungsi intermediasi
• It’s a highly regulated industry BI, OJK, LPS

aturan prudensial (5C: character, capacity, condition 
, capital, collateral)

• Instrumen utama: suku bunga (deposito, kredit)
• Concern utama: (i) menambah jumlah nasabah

(ekstensifikasi) dan/atau (ii) pemanfaatan variasi
produk/jasa keuangan oleh nasabah (intensifikasi)



• Program KUR dinilai kurang efektif mendukung program 
pemerintah mengentaskan kemiskinan (BPK). KUR lebih
banyak dinikmati oleh kelompok usaha menengah (47%) 
dan kecil (31%), sementara kelompok usaha mikro hanya
22% (BI). KUR 74% salah sasaran (BKF) 

• Ini terjadi karena ada kesenjangan (GAP) yang besar
antara perbankan sebagai penyalur dengan usaha mikro.

• Perbankan “enggan” untuk menyalurkan KUR kepada
usaha mikro karena ada isu asymmetric information dan
granularity (nilai kecil & jumlah banyak).

Catatan: Kredit Usaha Rakyat (KUR)



Penyaluran KUR per Sektor 2016

Perikanan
1,2% 

Perdagangan
Besar & Eceran

66,4% 

Jasa-jasa
11,0%

Industri
Pengolahan

4,1%

Pertanian &
Kehutanan

17.3%

Sumber: http://kur.ekon.go.id/realisasi_kur/2016/12 



Isu Utama Pembiayaan Melalui Bank
 Ada kesenjangan yang lebar antara lembaga keuangan

bank dengan UMKM



Isu Utama Pembiayaan Bank
• Kesenjangan ini disebabkan oleh asymmetric 

information dan isu granularity (pinjaman kecil tapi
banyak jumlahnya)  UMKM sering dipersepsikan
sebagai bisnis yang punya resiko kegagalan tinggi (high 
default risk) , sehingga sering dikenakan suku bunga
yang tinggi

• Lembaga keuangan bank sangat butuh tambahan
informasi tentang kelaikan bisnis (creditworthiness) 
UMKM

• Dan dalam rangka menekan biaya transaksi, bank butuh
dalam jumlah besar (skala ekonomi)

25



Kesenjangan UMKM v. Bank

Sumber: presentasi BI di Jamkrindo



Menjembatani Kesenjangan

Penjaminan
Kredit

Pemeringkatan
Kredit

Pelatihan & 
pendampingan

bisnis

Lembaga
perantara

UMKM

BANK
Relax standard
( >< Basel, BIS)

Naik standard



Beberapa Catatan:
Kebijakan Pembiayaan UMKM Saat Ini

• Inovasi produk/jasa keuangan yang cocok untuk
UMKM dalam sistem keuangan nasional masih kurang.

• Pembiayaan UMKM terlalu fokus pada bank dan
berbentuk kredit dg berbagai variasi subsidi (subsidi
bunga, subsidi penjaminan kredit). Rentan terhadap
“moral hazard”. 

• Instrumen dan peran lembaga non-bank (leasing , 
pasar modal, factoring, LKM, asuransi dll) dalam
menyokong UMKM belum maksimal dan masih
bersifat sporadis.



• Kebijakan masih bersifat “one size fits all” & belum
mengakomodasi perbedaan karaktersitik dari UMKM –
skala usaha (mikro, kecil, menengah); sektor (pertanian, 
industri,  jasa); life cycle (start up, pertumbuhan, 
internasionalisasi). KUR bukan “obat mujarab” untuk
semua problem pembiayaan bagi UMKM. Butuh
kombinasi kebijakan

• Monitoring and Evaluation program UMKM hampir tidak
pernah dilakukan. KPI belum ada, tidak jelas dan parsial.

• Aturan/regulasi pendukung belum bisa mengikuti
kecepatan inovasi produk/jasa pembiayaan

Beberapa Catatan:
Kebijakan Pembiayaan UMKM Saat Ini



Pembiayaan UMKM Alternatif 1: 
Pembiayaan UMi (financial inclusion)

Jenis
Lembaga

Status 
Lembaga

Sumber
Pembiayaan

Jenis
Pembiayaan

Pembiayaan
UMKM 

Eksternal

Formal
(badan hukum)

Bank 

Kredit
(konvensional,  

syariah)

Non-banks
(Lease, Factoring 
Koperasi, Pasar

Modal, Gadai,LKM)

Kredit
( + Trade credit 
, dana bergulir)

Non-kredit

(hibah, equity,  
subsidi)

Informal
(tengkulak, pinjam

saudara/teman)

Internal 
(uang pribadi ,  

laba usaha) 

Sistem
Keuangan
Nasional

UMKM



Pembiayaan UMKM Alternatif 2: 
Pembiayaan UMi (financial inclusion)

Jenis
Lembaga

Status 
Lembaga

Sumber
Pembiayaan

Jenis
Pembiayaan

Pembiayaan
UMKM 

Eksternal

Formal
(badan hukum)

Bank 

Kredit
(konvensional,  

syariah)

Non-banks
(Lease, Factoring 
Koperasi, Pasar

Modal, Gadai,LKM)

Kredit
( + Trade credit 
, dana bergulir)

Non-kredit

(hibah, equity,  
subsidi)

Informal
(tengkulak, pinjam

saudara/teman)

Internal 
(uang pribadi ,  

laba usaha) 

Sistem
Keuangan
Nasional

UMKM



Pemetaan Sumber Pembiayaan UMKM: 
Fin-Tech ??

Jenis
Lembaga

Status 
Lembaga

Sumber
Pembiayaan

Jenis
Pembiayaan

Pembiayaan
UMKM 

Eksternal

Formal
(badan hukum)

Bank 

Kredit
(konvensional,  

syariah)

Non-banks
(Lease, Factoring 
Koperasi, Pasar

Modal, Gadai,LKM)

Kredit
( + Trade credit 
, dana bergulir)

Non-kredit
(hibah, equity,  

subsidi)

Informal
(tengkulak, pinjam

saudara/teman)

Internal 
(uang pribadi ,  

laba usaha) 

Sistem
Keuangan
Nasional

UMKM



Inovasi Pembiayaan UMKM: 
Fin-Tech



Perbandingan: 
Skema Pembiayaan UMKM Singapore



Skema Pembiayaan UMKM: India



TERIMA KASIH


